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BAB III

SISTEM GADAI SYARI’AH (RAHN)

A. Pengertian Gadai Syari’ah
Dalam perspektif hukum Islam, gadai merupakan salah satu kontrak yang identik dengan sebutan rahn. Kata rahn secara etimologis berasal dari masdar kata rahana-yarhanu-rahnan. Secara etimologi Arab berarti tetap dan lama, selain itu juga dimaknai pengekangan dan keharusan.
 Sedangkan secara terminologi syari’at, rahn adalah menjamin utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa membayar utang tersebut. Artinya menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan terhadap utang.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan ulama fikih. Ulama madzab Maliki mendefinisikan rahn sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang bersifat meningkat.
 Menurut mereka yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).

Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Nasrun Harun mendefinisikan rahn dengan :

جَعَلُ عَيْنٍ لَهَا قِيْمَةٌ مَا لِيَةٌ فِى نَظْرِ الشَّرْعِ وَ ثِيْقَةً بِدَيْنِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَخْدُ الدَّيْنِ كُلُّهَاأِوْ بَعْضُهَامِنْ تِلْكَ اْلعَيْنِ
Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hal (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Sedangkan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan ar-rahn dengan :

جَعْلُ عَيْنٍ وَ ثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْ فِى مِنْهَ عِنْدَ تَعَدُّ رِ وَخَائِهِ
Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.

Definisi yang dikemukakan Syafi’iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (Syafi’iyah dan Hanabilah) termasuk dalam pengertian harta.

Menurut AA. Basyir, rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggung utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
 Pinjaman dengan menggadaikan marhun (barang) sebagai jaminan marhun bih (utang) dalam bentuk rahn itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa murtahin, dalam hal ini Pegadaian Syari’ah mempunyai hak menahan marhun sampai semua marhun bih dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin (penggadai), yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan murtahin (penerima gadai), kecuali dengan seizin rahin, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Akad gadai yang berkonotasi pinjam-meminjam oleh seseorang kepada orang lain dengan menyerahkan barang yang menurut syara’ dapat dinilai sebagai jaminan dari yang menggadai kepada penggadai, hanya saja yang perlu dihindari dalam perjanjian akad gadai ini, yaitu terdapatnya unsur-unsur paksaan dan eksploitasi dari satu pihak terhadap pihak lain. Pada prinsipnya, gadai tidak boleh diidentikkan dengan utang ”biasa”. Karena gadai secara esensial disyaratkan dengan penyerahan barang (jaminan) dari yang menggadai kepada penggadai. Sementara pinjam meminjam yang berdenotasi utang tidak ada persyaratan tersebut.

B. Dasar Hukum Rahn
Pada dasarnya gadai menurut Islam, hukumnya adalah boleh (jaiz)
. Seperti yang tercantum, baik dalam Al-Qur’an, al Sunnah maupun ijtihad:

1. Al-Qur’an

Ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqaroh ayat 282 dan 283

a. يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ ا مِنُوْا اذِا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلر اَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْ هُ  وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ
كَا تِبٌ بِالْعَدْلِ…
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar (QS. Al-Baqoroh ayat 282)
b. وَاِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْاكَاتِبًافَرِ عنٌ مَقْبُوْضَةٌ  فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًافَلْيُؤَدِّالَّذِى اَؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهٌ  وَلاَ تَكْتُمُوْا الشَّهَادَةَ  وَمَنء يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اثِمٌ قُلْبُهُ  وَاللهُ بِمَا بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ (QS. Al-Baqoroh ayat 238)
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menempatkan posisi jaminan utang atau gadai sebagai pengganti dan catatan. Dan catatan utang tersebut adalah setelah tetapnya kewajiban membayar utang. Jaminan utang (gadai ini) hanya dari pihak pengutang, karena jaminan gadai tersebut adalah untuk pemberi utang, sehingga ia tidak wajib mengeluarkan sesuatu sebagai jaminan. dan pemberi utang (murtahin) oleh membatalkan akad gadai ini, karena gadai tersebut adalah untuk kepentingannya.

2. Al-Sunnah

عَنْ اَنَسٍرقَالَ : رَهَنَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م. دِرْعًالَهُ عِنْدَيَهْوْدِيِّ بِالْمَدِيْنَةِ وَاَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لأِ هْلِهِ (رواه احمدوالبخارى والنسائي وابن ماجه)
Dari Anas, ia berkata Nabi SAW pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan Nabi mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: اَنَّ النَّبِيَّ ص.م. اشقرىطَعَا مَا مِنْ يَهُوْ دِيّ الر اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِر عًا مِنْ احَدِيْدِ
Dari Aisyah ra., bahwa sesungguhnya nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu (HR. Bukhori dan Muslim)

-”Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah SAW berkata ”barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemiliki yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggungjawabnya ialah bila ada kerugian (biaya) (HR. Syafi’i dan Daruquthi).

3. Ijtihad

Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits di atas menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya.
 Demikian juga jumhur ulama telah sepakat akan kebolehan gadai itu dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. landasan ini kemudian diperkuat dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan umum

· Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
· Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

· Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun juga dapat dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

· Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

· Penjualan marhun
1. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.

2. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa.
3. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang,  biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

b. Ketentuan penutup

· Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbritase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

· Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. Perkembangan Pegadaian Syari’ah

Keberadaan pegadaian syari’ah pada awalnya didorong oleh berkembangnya lembaga keuangan syari’ah. Disamping itu, masyarakat Indonesia yang menjadi nasabah pegadaian kebanyakan umat Islam, sehingga dengan keberadaan Pegadaian Syari’ah ini, maka akan memperluas pangsa pasar pegadaian dan nasabah akan merasa aman, dikarenakan transaksinya sesuai dengan syariat Islam. Berarti pinjaman yang diterapkan adalah pinjaman tanpa bunga dan halal. Pegadaian syari’ah merupakan hasil kerjasama Perum Pegadaian dengan BMI (Bank Muamalat Indonesia) pada bulan Mei 2002. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun sinergi atau potensi yang dimiliki bersama untuk mengembangkan gadai syari’ah. Secara bersama BMI dan Perum Pegadaian akan mengupayakan implementasi sosialisasi dan penyediaan sarana gadai syari’ah kepada masyarakat.

Dalam usaha penyaluran uang pinjaman sebagai kegiatan utamanya, pegadaian syari’ah sampai saat ini telah memiliki 22 kantor cabang di 9 kantor wilayah dilingkup jangkauan yang masih terbatas. Keberadaan pegadaian syari’ah ini, diharapkan mampu mengelola usahanya dengan cara lebih profesional, tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya, yaitu pinjaman atas dasar hukum gadai syari’ah dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan sosial ekonomi lemah (kecil) dan dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat sesuai dengan mottonya ”Mengatasi Masalah sesuai Syari’ah”.

D. Syarat Sah dan Rukun Gadai Syari’ah

Sebelum dilakukan rahn, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut Mustafa Az-Zarqa’ adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu akad.

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn. Menurut jumhur ulama rukun ar-rahn ada empat, yaitu:

1. Shighat (lafal ijab dan qabul)

2. Orang yang berakad (rahin / penggadai dan murtahin / penerima gadai)

3. Harta yang dijadikan agunan (marhun)

4. Utang (marhun bih)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn itu hanya ijab (pernyataan penyerahan barang sebagai agungan oleh pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan itu). Disamping itu, menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn ini, maka diperlukan al-qabdh (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan, dan utang, termasuk syarat-syarat rahn bukan rukunnya.

Sedangkan syarat-syarat rahn, ulama fiqh mengemukakannya sesuai dengan rukun rahn itu sendiri
, yaitu:

1. Orang yang berakad

Syarat yang terkait dengan orang yang membuat akad rahn adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang mumayyiz boleh melakuan akan rahn, dengan syarat akad yang dilakukan anak tersebut mendapat persetujuan dari walinya.

2. Shighat
Shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masyarakat depan
. Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

3. Marhun bih (utang)

· Harus merupakan hak yang wajib diberikan / diserahkan kepada pemiliknya.
· Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.

· Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.

· Pinjaman itu jelas dan tertentu.

4. Marhun (barang yang dijadikan agunan)

· Barang jaminan (agunan) itu bisa dijual dan nilai seimbang dengan utang.
· Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan.
· Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
· Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.
· Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.
· Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
· Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya

Disamping syarat-syarat di atas, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan murtahin dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh rahin. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah maka cukup sertifikat tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh rahin. Syarat yang terakhir (kesempurnaan rahn) oleh ulama disebut Al-qabd Al-Marhun (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh rahin). Syarat ini menjadi penting karena Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 283 menyatakan : ”farihan maqbudah” (barang jaminan itu dipegang / dikuasai secara hukum). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh rahin, maka baru akad rahn itu mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan pelunasan utang tersebut dibayar dari hasil penjualan barang jaminan tersebut.

E. Produk dan Jasa Pegadaian Syari’ah

Dalam perkembangan saat ini, bentuk perolehan pendapat pegadaian syari’ah dapat berupa transaksi yang berasal dari biaya administrasi (qardhul hasan), jasa penyimpanan (ijarah), jasa taksiran, galeri dan bagi hasil atau profit loss sharing (PLS) dari skim rahn, mudhorobah, ba’i muqoyyadah, maupun musyarokah.

Layanan jasa serta produk yang ditawarkan oleh pegadaian syari’ah adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai

Syaratnya harus terdapat jaminan berupa barang bergerak seperti emas, elektronik, dan lain-lain. Besarnya pemberian pinjaman ditentukan oleh pegadaian, besarnya akan sangat tergantung oleh nilai dan jumlah barang yang digadaikan.Berikut penggolongan marhun dan biaya administrasi:

Tabel 3.1 Penggolongan Marhun dan  Biaya Administrasi

	GOLONGAN
	UANG PINJAMAN
	BIAYA ADMINISTRASI

	A
	20.000-150.000
	1.000

	B
	151.000-500.000
	3.000

	C
	501.000-1.000.000
	5.000

	D
	1.005.000-5.000.000
	15.000

	E
	5.010.000-10.000.000
	15.000

	F
	10.050.000-20.000.000
	25.000

	G
	20.100.000-50.000.000
	25.000

	H
	50.100.000-200.000.000
	25.000


Sumber: Porspektus Perum Pegadaian 2007

2. Penaksiran nilai barang

Jasa ini diberikan bagi mereka yang menginginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa emas, perak dan berlian. Biaya yang dikenakan adalah ongkos penaksiran barang.

3. Pinitipan barang (ijarah)

Barang yang dapat dititipkan antara lain: sertifikat motor, tanah, ijazah. Pegadaian akan mengenakan biaya penitipan bagi nasabahnya.

4. Gold counter
Merupakan fasilitas penjualan emas yang memiliki sertifikat jaminan sebagai bukti kualitas dan keasliannya.

F. Ketentuan Pelaksanaan Gadai dalam Islam

1. Kedudukan Barang Gadai (marhun)

Marhun selama ada di tangan murtahin berkedudukan hanya sebagai amanat yang dipercayakan dari pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, murtahin berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai. Dan untuk menjaga keselamatan barang gadai itu dapat diadakan persetujuan untuk menyimpannya pada pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.

2. Pemanfaatan Barang Gadai

Menurut sebagian ulama,bahwa gadai bukanlah akad penyerahan milik suatu benda dan juga manfaatnya, karena akad itu adalah hak menahan atau hak mengkhususkan. Berdasarkan hal ini terjadilah ijma mereka, bahwa benda dan jasa barang gadaian itu adalah hak milik orang yang menggadaikan, sedangkan pemegang gadai tidak memiliki manfaat barang itu sedikitpun selama yang menggadaikan itu tidak mengizinkannya atau barang gadaian itu tidak dapat ditunggangi atau diperah. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa   izin orang yang menggadaikan itu membolehkan memegang gadai untuk memanfaatkan barang gadaian,baik disyaratkan dalam akad maupun tidak.Akan tetapi ada yang mengatakan tidak halal dimanfaatkan.Meskipun demikian,jika barang itu dimanfaatkan harus disyaratkan dalam akad,karena hal itu merupakan utang dengan imbalan manfaat.Menurut Abdullah Muhamad bin Aslam As Samarqandy bahwa pemegang gadai tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang  gadaian dengan jalan apapun, walaupun di izinkan oleh orang yang menggadaikan. Bila hal ini terjadi berarti mengijinkan riba karena piutangnya dibayar lengkap, sedangkan manfaat yang diambilnya besar. Pemanfaatan inilah yang menjadikan riba.

  Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebakan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun ketika ada izin dari masing-masing pihak, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan.
 Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya: mewaqafkan, menjual dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu, sedangkan hak penggadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan /pemungutan hasilnya. Penggadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu. Tetapi sebagai pemilik apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.

Menurut (Sabiq) akad ghdai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan memanfaatkan barang adalah tak ubahnya seperti qiradh yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba. Keadaan seperti qiradh yang mengandung unsur riba ini, jika agunannya bukan berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Jika berbentuk binatang atau ternak, murtahin boleh memanfaatkan sebagai imbalannya memberi makan binatang tersebut.

3. Kategori Barang Gadai

Pada dasarnya semua marhun, baik bergerak maupun tak bergerak, dapat digadaikan sebagai jaminan dalam gadai syari’ah. Tetapi, prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari’ah atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktek riba, gharar dan maysir.
 Adapun menurut Syafi’iyyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang rajih (unggul) bahwa barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat
, yaitu:

· Berupa barang yang berwujud nyata didepan mata, karena barang nyata itu dapat diserahterimakan secara langsung.

· Barang tersebut menjadi milik rahin, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.

· Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kategori marhun dalam sudut hukum Islam tidak hanya berlaku bagi barang bergerak saja, namun juga meliputi barang yang tidak bergerak dengan catatan barang tersebut dapat dijual.
 Keberadaan barang gadai selain alasan syari’ah, juga dikarenakan alasan keterbatasan tepat penyimpanan  barang jaminan, kesulitan dalam menaksiran barang jaminan, jenis barang jaminan mudah rusak dan jenis barang jaminan berbahaya.

4. Pemeliharaan Barang Gadai

Biaya perawatan sesuatu yang digadaikan ditanggung oleh orang yang menggadaikannya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, yang mengatakan ”Pemilik benda gadai tidak dihalangi dari sesuatu yang ia gadaikan, baginya keuntungannya dan ia juga yang menanggung kerugiannya.” (HR. Syafi’i dan Daruquthni). Karena sesuatu yang digadaikan tersebut adalah milik penggadaian, maka ia yang menanggung biaya perawatannya. Ia juga menanggung biaya gudang yang digunakan untuk menyimpan barang gadaian serta biaya penjagaannya. Karena semua itu masuk dalam biaya perawatannya.

5. Pembayaran / Pelunasan Utang Gadai

Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, rahin belum juga membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadaiannya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya.

G.  Pelaksanaan Akad Gadai di Pegadaian Syari’ah
Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa penggadaian dianggap sah apabila telah memenuhi tiga syarat, yaitu:

· Berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan.
· Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang seperti mushaf, Imam Malik membolehkan penggadaian mushaf, tetapi penerima gadai dilarang membacanya.

· Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai.
Dalam gadai syari’ah dalam menjalankan operasinya minimal harus dapat menutupi seluruh biaya operasionalnya. Namun Islam mengajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan agar terhindar dari riba, dengan demikian manusia akan terhindar dari ketidakadilan dan kedhaliman. Karenanya, dalam akad gadai Islam menganjurkan supaya pihak rahin dan murtahin tidak ada yang merasa dirugikan.

Berjalannya perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal. Antara lain adalah subjek dan objek perjanjian gadai.
 Mekanisme operasional gadai syari’ah sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan 6 akad. Keenam akad itu, tergantung pada tujuan pemanfaatan marhun bih. Keenam akad tersebut, adalah (1) akad sosial (kebajikan) qordhul hasan, (2) akad jasa titipan atau sewa (ijarah), akad bagi hasil atau profit loss sharing, yaitu (3) akad rahn, (4) akad mudharabah, (5) akad ba’i muqayyadah dan (6) akad musyarokah amwal al-inan.

1. Tujuan Konsumsi

a. Qordhul Hasan
Akad ini diterapkan untuk nasabah yang menginginkan untuk keperluan konsumtif. Barang jaminannya hanya dapat berupa barang yang tidak menghasilkan (tidak dimanfaatkan). Dengan demikian rahin akan memberikan biaya upah atau fee kepada murtahin telah menjaga atau merawat marhun. Disamping itu, pegadaian syari’ah juga boleh mengenakan biaya administrasi kepada orang yang menggadaikan. Untuk menghindari riba maka pengenaan biaya administrasi pada jaminan dengan cara sebagai berikut:

· Harus dinyatakan dalam nominal, bukan prosentase

· Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Gambar 4.1 Skema Akad Qardhul Hasan
Sumber: Sasli Rais, 2006: 77
Keterangan gambar :



: Berhubungan



: Saling berhubungan

Keterangan:

(1) Rahin mendatangi murtahin untuk minta fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun yang tidak dapat dimanfaatkan / dikelola yang akan diserahkan kepada murtahin.

(2) Murtahin melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga marhun yang diberikan rahin sebagai jaminan utangya.

(3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan melakukan akad.

(4) Selanjutnya, setelah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan sejumlah marhun bih, yang diinginkan rahin dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan).

(5) Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi marhun bih, maka rahin akan memberikan sejumlah fee kepada murtahin.
b. Akad Ijaroh

Dalam gadai syari’ah, murtahin misalnya dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan (dimanfaatkan) maupun barang yang tidak menghasilkan (tidak dapat dimanfaatkan). Kontrak ijaroh merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Melalui penggunaan akad ijaroh ini, berarti nasabah hanya akan memberikan fee kepada murtahin, apabila masa akad ijaroh, telah berakhir dan murtahin mengembalikan marhun kepada rahin, karenanya Pegadaian Syari’ah ini media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikannya, karena dengan gadai syari’ah ini, Pegadaian syari’ah sebagai media pengaman barang nasabah. Untuk menghindari dari riba, maka pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah dengan cara sebagai berikut:

· Harus dinyatakan dalam nominal, bukan prosentase.
· Sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.
· Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal.
Gambar 4.2 Skema Akad Ijaroh

Sumber: Sasli Rais, 2006: 82

Keterangan gambar :



: Berhubungan



: Saling berhubungan

Keterangan:

(1) Rahin mendatangi murtahin untuk minta fasilitas penyimpanan barang dengan membawa marhun yang tidak dapat dimanfaatkan / dikelola maupun yang dapat dikelola / dimanfaatkan yang diserahkan kepada murtahin.

(2) Murtahin melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir marhun yang diberikan oleh rahin sebagai barang simpanan.

(3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan melakukan akad.

(4) Setelah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan tempat penyimpanan barang yang diinginkan rahin dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang.

(5) Sebagai pengganti biaya penyimpanan dan perawatan, maka pada saat akad berakhir, maka rahin akan memberikan sejumlah fee kepada murtahin.
2. Tujuan Produktif

a. Akad Rahn
Dalam akad rahn ini, selama rahin memberikan izin, maka murtahin dapat memanfaatkan marhun, yang diserahkan rahin untuk memperoleh pendapatan (laba) dari usahanya. Namun, bukan berarti murtahin boleh mengambil seluruh hasil dari marhun tersebut. Karena marhun tersebut bukan miliknya secara sempurna. Oleh karena itu, murtahin harus membagi laba kepada rahin sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh rahin dan murtahin begitu juga dengan rahin. 

Bagi hasil yang dibagikan dalam akad ini adalah dari laba bersih pihak yang diamati untuk marhun. Artinya, bahwa laba tersebut setelah dikurangi biaya pengelolaan. Sedangkan mengenai ketentuan nisbah adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Gambar 4.3 Skema akad rahn
Sumber : Sasli Rais, 2006: 89
Keterangan gambar :



: Berhubungan



: Saling berhubungan

Keterangan:

(1) Nasabah mendatangi murtahin untuk minta fasilitas pinjaman dengan membawa marhun (dapat dimanfaatkan / dikelola) yang akan diserahkan kepada murtahin.

(2) Murtahin melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga marhun yang diberikan oleh rahin sebagai jaminan marhun bih.

(3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan melakukan akad rahn.

(4) Setelah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan sejumlah marhun bih yang diinginkan rahin dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan).

(5) Setelah rahin menerima sejumlah marhun bih dari murtahin, maka selanjutnya akan dilakukan kesepakatan kembali mengenai marhun tersebut, yaitu apakah marhun tersebut disepakati untuk dikelola / dimanfaatkan atau tidak. Hasil dan pengelolaan tersebut akan dibagi bersama sesuai kesepakatan.

b. Akad Mudharobah
Dalam akad ini, Pegadaian Syari’ah sebagai shohibul maall (penyandang dana) dan rahin sebagai mudhorib (pengelola dana). Akad mudharobah hanya dapat diterapkan pada rahin yang menginginkan gadai barang untuk keperluan produktif artinya dengan menggadaikan barangnya, rahin tersebut mengharapkan adanya modal kerja. Marhun yang dijaminkan adalah barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan (dikelola) oleh rahin dan murtahin. Rahin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha yang diperolehnya kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjam terlunasi.

Gambar 4.4 Skema akad mudharabah

Sumber: Sasli Rais, 2006: 93

Keterangan gambar :



: Berhubungan



: Saling berhubungan

Keterangan:

(1) Rahin mendatangi murtahin untuk minta fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun yang dapat dimanfaatkan ataupun tidak dapat dikelola, yang akan diserahkan kepada murtahin.

(2) Penerimaan gadai melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga marhun yang diberikan oleh rahin sebagai jaminan utangnya.

(3) Bila persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin  melakukan akad mudharabah.

(4) Setelah akan dilakukan, maka murtahin akan memberikan sejumlah marhun bih yang diinginkan oleh rahin dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (dibawah nilai jaminan).

(5) Setelah rahin menerima sejumlah marhun bih dari murtahin, maka selanjutnya akan melakukan negoisasi kembali marhun tersebut, yaitu apakah barang tersebut akan dikelola / dimanfaatkan atau tidak. Jika marhun tersebut disepakati untuk dikelola, maka akan ditentukan mengenai siapa yang mengelola (sesuai kesepakatan), dan baru dilakukan akad pemanfaatan marhun tersebut (akad sesuai dengan jenis barangnya), dan hasilnya akan dibagi bersama. 

c. Akad Ba’i Muqayyadah
Akad ini ditetapkan pada nasabah yang menginginkan rahn untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan marhun, nasabah tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Marhun yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, murtahin akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan nasabah, dan pihak rahin akan memberikan mark up kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung dan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Gambar 4.5 Skema akad ba’i muqayyadah
Sumber:Sasli Rais, 2006: 103
Keterangan gambar :



: Berhubungan



: Saling berhubungan

Keterangan:

(1) Rahin mendatangi murtahin untuk minta fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun (barang jaminan yang dapat dimanfaatkan ataupun tidak dapat dimanfaatkan yang akan diserahkan kepada murtahin sebagai jaminan marhun bih.

(2) Murtahin akan melakukan pemeriksaan, termasuk menaksir harga marhun yang diberikan oleh rahin sebagai jaminan marhun bih.

(3) Apabila persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan melakukan akad, dan menentukan mark up yang akan diberikan kepada murtahin, mark up dibayarkan pada saat jatuh tempo.

(4) Setelah akad, murtahin akan membelikan barang sesuai yang diinginkan rahin dan harganya dibawah nilai taksir barang.

(5) Setelah rahin menerima barang yang diinginkan dari murtahin, maka akan ada negoisasi kembali mengenai marhun tersebut. Apakah akan dimanfaatkan, maka akan dilakukan akan pemanfaatan marhun tersebut dan hasilnya akan dibagi bersama.

d. Akad Musyarakah Amwal al-’Inan
Akad ini merupakan kontrak / kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian yang disepakati diantara mereka. namun, porsi kedua pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Menurut Adiwarman, akad ini lebih tepat untuk hal yang sifatnya penyertaan modal. Seperti yang ditetapkan antara gadai syari’ah dengan partnershipnya, Bank Mu’amalat Indonesia. Akad ini dapat diterapkan pada partner yang menginginkan kerja sama dalam gadai syari’ah untuk keperluan produktif, artinya dalam akad, partner tersebut menginginkan kerja sama dengan Pegadaian Syari’ah untuk berbagi keuntungan dan kerugian bersama-sama. Sedangkan yang diakadkan adalah dana yang dapat dikelola sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung dan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Gambar 4.6 Skema akad musyarakah Amwal al-’Inan
Sumber: Sasli Rais, 2006:112

Keterangan gambar:



: Berhubungan



: Saling berhubungan

Keterangan:

(1) Pegadaian Syari’ah dan patner mengadakan akad kerjasama bagi hasil.

(2) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin (Pegadaian Syari’ah) dan patner akan melakukan akad, dan menentukan bagi hasil yang akan diperoleh dan ditanggung.

(3) Setelah akad dilakukan, maka partner akan menyerahkan modalnya yang diinginkan murtahin sesuai dengan kesepakatan.

(4) Setelah murtahin menerima modal yang diinginkan dari patner, maka murtahin akan melakukan pengelolaan modal yang diserahkan partner, untuk dikelola hasilnya akan dibagi bersama.

Namun pada dasarnya Pegadaian Syari’ah berjalan atas dua akad transaksi syari’ah, yaitu : akad rahn dan akad ijaroh.

Contoh penghitungan di Pegadaian Syari’ah: Barang jaminan berupa emas 22 karat seberat 6 gram dengan nilai taksiran Rp. 6.000.000,-. Pada transaksi ini dilakukan pada tanggal 15 Mei 2009 dan tanggal pelunasan 13 Juni 2009. 
Penyelesaian:

a. Dengan akad Qordhul Hasan
Besar pinjaman = 90% x Rp. 6.000.000,- = Rp. 5.400.000,- 

Biaya administrasi Rp. 25.000,-
Jadi total pengembalian pinjaman adalah (pokok pinjaman + biaya administrasi) = Rp. 5.425.000,-
b. Dengan akad Ijaroh

Besar pinjaman = 90% x Rp. 6.000.000,- = Rp. 5.400.000,-
Biaya simpan = 
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x 80 = Rp. 48.000,-/10 hari

Biaya selama 30 hari = Rp. 48.000,- x 3 = Rp. 144.000,-

Jadi total pengembalian pinjaman : (pokok pinjaman + biaya simpan) = Rp. 5.544.000,-

c. Dengan akad Rahn
Keuntungan usaha adalah Rp. 2.000.000,-

Nisbah : 75% (rahin) dan 25% (murtahin) ( sesuai kesepakatan
Rahin = 75% x Rp. 2.000.000,- = Rp. 1.500.000,-
Murtahin = 25% x Rp. 2.000.000,- = Rp. 500.000,-

Jadi total pengembalian pinjaman adalah (pokok pinjaman + bagi hasil (murtahin) = Rp. 5.900.000,-

d. Dengan akad Mudhorabah
Nisbah : 70% (rahin) dan 30% (murtahin) ( sesuai kesepakatan
Rahin = 70% x Rp. 2.000.000,- = Rp. 1.400.000,0

Murtahin = 30% x Rp. 2.000.000,- = Rp. 600.000,-

Jadi total pengembalian pinjaman adalah (pokok pinjaman + bagi hasil (murtahin) = Rp. 6.000.000,-

e. Dengan akad Ba’i Muqayyadah
Nisbah : 80% (rahin) dan 20% (murtahin) ( sesuai kesepakatan
Rahin = 80% x Rp. 2.000.000,- = Rp. 1.600.000,0

Murtahin =20% x Rp. 2.000.000,- = Rp. 400.000,-

Mark up dari pembelian barang Rp. 20.000,- 

Jadi total pengembalian pinjaman adalah (pokok pinjaman + bagi hasil murtahin + Mark up) = Rp. 5.820.000,-
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